
SALINAN

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 05 TAHUN 2O2O

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhad,ap
lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan,
meningkatkan pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang
berdampak negatif terhadap lingkungan hidup dan memberikan
kepastian hukum perlu diterbitkan izin lingkungan;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat (U
Peraturan Pemerintah Nomor 2T Tahun 2or2 tentang rzin
Lingkungan, perlu menetapkan tata cara dan persyaratan
pemberian izin lingkungan di Kabupaten Karo;
bahr'va berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Daerah
tentang Izin Lingkungan;

Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia 1945;
Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi sumatera utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor LO92l;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAT
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a725);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2aa9 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OlS tentang
Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2at4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 2z rahun zal,z tentang rzin
Lingkungan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol2
Nomor 48, Tambahan l,embaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor 5285);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2aL4 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran
Negara Republik Indnnesia Tahun 2aL4 Nomor 333, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 561Tl;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan

BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Daerah adalah Kabupaten Karo.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karo.
Bupati adalah Bupati Karo.
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan
dibidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Karo.

9. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya adalah Kepala Organisasi
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo yang
membidangi lingkungan hidup.

10. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain"

1 1. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan
kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalarn membentuk
keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

L2. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk
memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung iingkungan
hidup.

13. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah atau
pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

2.

3.
4.
5.
6.

I"4. Analisis.
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14. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut
AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yffrg diperlukan bagi
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha danf atau
kegiatan.

15. Upaya Pengelolaan Lingkungarl Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan J*r-r
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampakpenting terhadap lingkungan hidup yarrg diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan u*aha dan/atau kegiatan.

16. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, y"rrg selanjutnya disebut -nnlg,
adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan
yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yarrtg d,ikenakan pada isaha
dan/atau kegiatan yang sudah memiliki ijin usahJdan/atau kegiatan tetapi
belum memiliki AMDAL.

L7 - Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut DpLH,
adalah dokumen yang memuat Pengelolaan dan Pem*rLran yang tidak
berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang dikenakan tepada
usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki ijin tetapi belum memiliki
UKL-UPL.

18' Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan Jari
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakuka" pengelolaan
dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidlp dari
usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegia-tan yang wajib
AMDAL atau UKL-UPL.

19. Kerangka Acuan, yang selanjutkan KA adalah ruang lingkup studi analisis
dampak iingkungan.

20. Analisis Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disingkat ANDAL, adalah
telahaan cermat terhadap dampak penting dari urat., usaha dan/atau
kegiatan.

21. Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan,
yang selanjutnya disingkat RKL-RPL, adalah rencarla penanganan dampak
lingkungan dan rencana pemantauan komponen lingkungan Hidup yang
terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

22. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerinta.h yang bertanggung
jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

23. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbadan hukum maupun yafigtidak berbadan hukum.

24. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan
ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap
orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

25. Izir' Lingkungan adalah izrn yang diberikan kepada setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL
dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai
prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

26. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi
teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Bagran Kesatu
Umum
Pasal 2

(1) Dokumen Lingkungan meliputi:
a. AMDAL;

b. UKL-UPL.
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b. UKL-UPL; dan
c. SPPL.
setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap
lingkungan wqjib memiliki AMDAL.
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib
AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat {zl wajib memiliki uKL-upL.
Setiap usaha dxt/atau kegiatan yang tidak tlrmasuk wajib AMDAL dan
UKL-UPL sebagaimana yang disebutkan pada ayat {2) dan (3} wajib
menyusun SPPL.
Dokumen lingkungan AMDAL dan UKL-UPL merupakan prasyarat untuk
memperoleh Izin Lingkungan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha dan/atau kegiatan yang wajib
AMDAL, UKL-UPL dan sppl, sebagaimana dimaksud pu,aa .yri 1tf diaiur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat membantu penyusunam. AMDAL dan/atau UKL-
UPL bagi golongan ekonomi lemah.
Penyusunan AMDAL atau UKLUPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan
ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibaniu oleh instansi
yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua
AMDAL
Pasal 4

AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disusun oleh
Pemrakarsa pada tahap perencallaan suatu usaha dan/atau Kegiatan.
Lokasi rencana Usaha danlatau Kegiatan sebagaimana dimat<sua pada ayat
(1) wajib disesuaikan dengan rencana tata ruang.
Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan
rencana tata ruang, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib
dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 5

Penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)
dituangkan ke dalam dokumen AMDAL yang terdiri atas:
a. Kerangka Acuan;
b. Andal; dan
c. RKL-RPL.
Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar
penyusunan ANDAL dan RKL-RPL.

Pasal 6

Dalam menyusun dokumen AMDAL,
pendekatan studi:
a. tunggal;
b. terpadu; dan
c. kawasan.

Pemrakarsa wajib menggunakan

(i)

(2t

(3)

(1)

(2t

Pasal 7.
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Pasal 7

Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, mengikutsertakan masyarakat:
a. yang terkena dampak;
b. pemerhati lingkungan hidup; danf atau
c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditakukan
melalui:
a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
b. konsultasi publik.
Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan
sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {1), dalam jangka waktu 10
(sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap
rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
saran, pendapat, dan tanggapan sebageimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Bupati.

Pasal 8

Pemrakarsa dalam menyusun dokumen AMDAL dapat dilakukan sendiri atau
meminta bantuan kepada pihak lain.
Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun AMDAL:
a. perorangan; atau
b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen

AMDAL.

Pasal 9

Penyusunan dokumen AMDAL wajib dilakukan oleh penyusun AMDAL yang
memiliki serlifikat kompetensi penyusun AMDAL.
Sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diperoleh melalui uji kompetensi.

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang menjadi
penyusun AMDAL.
Dalam hal Perangkat Daerah bertindak sebagai Pemrakarsa, Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat menjadi penyusun AMDAL.

Bagian Ketiga
UKL-UPL
Paragraf L

u";:"#i*,""

Perangkat Daerah berwenang memeriksa UKL-UPL bagr rencana usaha
dan/atau kegiatan yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah.
Dalam hal tery'adi perbedaan penafsiran terhadap kewenangan pemeriksaan
suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL, Kepala Daerah
mengajukan permohonar klarifrkasi secara tertulis kepada Gubernur untuk
mendapatkan penetapan kewenangan pemeriksaan UKL-UPL terhadap
rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud.

(u

{21

(1)

(2)

(1)

(2t

Paragraf 2.
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Peragraf 2
Tata Laksana

Pasa1 12

(1) UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa atau dapat dibantu oleh pihak ketiga
yang minimal memiliki sertilikat AMDAL A.
UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan
pedoman sesuai peraturan perundang-undangan.
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah dilarang menyusun
formulir UKL-UPL.
Dalam hal Perangkat Daerah bertindak sebagai pemrakarsa, Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyusun UKLUPL.

Pasal 13

UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2 ayat (U yang diperiksa oleh
Perangkat Daerah, diqjukan oleh pemrakarsa kepada Kepala Perangkat
Daerah.
Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (U wajib
memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan
menuliskan hari dan tanggal diterimanya UKLUPL.

Pasal 14

Keputusan atas pemeriksaan UKL-UPL w4jib diberikan oleh Kepala
Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja terhitung sejak tanggal diterimanya UKL-UPL yang dinyatakan lengkap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat {1).
Dalam ha1 Kepala Perangkat Daerah tidak menerbitkan rekomendasi dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, maka dokumen UKL-
UPL tersebut dianggap sudah disetujui.

Pasal 15

Kepala Perangkat Daerah wajib menolak menerbitkan UKL-UPL apabila rencana
lokasi usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Paragraf 3
Kadaluarsa dan Batalnya Rekomendasi UKL-UPL

Pasal 16

Rekomendasi UKL-UPL suatu usaha dan/atau kegiatan dinyatakan
kadaluarsa atas kekuatan Peraturan Daerah ini, apabila rencana usaha
dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
sej ak diterbitkallnya rekomendasi UKL-UPL tersebut.
Apabila rekomendasi UKL-UPL dinyatakan kadaluarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat {1}, untuk melaksanakan rencana usaha danf atau
kegiatannya, pemrakarasa wajib mengajukan kembali permohonan
rekomendasi UKL-UPL kepada Kepala Perangkat Daerah.
Rekomendasi UKL-UPL suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal
apabila pemrakarsa memindahkan lokasi usaha dan/atau kegiatan.
Apabila pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan/atau kegiatan di
lokasi lain, mengubah desain, proses, kapasitas, dan bahan baku, maka
pemrakarsa wajib membuat UKL-UPL baru sesuai dengan ketentuan
Peraturan Daerah ini.

(21

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(21

(3)

(1)

(21

(41

Pasal 17.
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Pasal 17

Rekomendasi UKLUPL suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batat
apabila teq'adi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat
peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha
dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
Apabila pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan/atau kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1), pemrakarsa w4jib membuat uKLUpL
baru sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan (SppL)
Pasal L8

(1) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wqiib SPPL dilakukan
berdasarkan kriteria:
a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting; dan
b. kegiatan usaha mikro dan kecil.

{2} Ketentuan lebih lanjut mengenai SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PERIZINAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

(1) Setiap usaha danlatau kegiatan yang wqiib AMDAL atau UKL-UPL wajib
memiliki Izin Lingkungan.

(21 lzin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat tU diterbitkan
berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-
UPL.

(3) Izin Linglcungan sebagaimana dimaksud pad.a ayat {1} wajib mencantumkan
persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau
rekomendasi UKL-UPL.

(4) Izin Lingkungan diterbitkan hersamaan dengan dikeluarkannya keputusan
kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UpL.

(5) Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, dinyatakan tetap berlaku dan
dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.

Bagian Kedua
Fungsi Izin Lingkungan

Pasal 2O

Izin Lingkungan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai:
instrumen pengaurasan ;
pembinaan;
pengendalian; dan
pencegahan.

Bagran Ketiga
Objek lzinLing!<ungan

Pasal 2 1

objek rnnlingkungan yaitu setiap usaha danlatau kegiatan yang wajib:

(2)

cr-.

b.
c.
d.

a" AMDAL. .



a.
b.

AMDAL; dan
UKI.UPL.

Bagran Keempat
Kewenangan Pemberian Izin Lingkungan

Pasal 22

Bupati berwenang menerbitl<an Izin Lingkungan.

Pasal 23

Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berdasarkan pada:
a. renca.na usaha dan/atau kegiatan yang penilai AMDALnya dilakukan oleh

Komisi Penilai AMDAL Pemerintah Daerah; atau
b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang pemeriksaan UKL-UPL nya dilakukan

oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Bupati dapat mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 22
kepada pejabat yang ditetapkan oleh Bupati yang tugas dan tanggung jawabnya
di bidang lingkungan hidup.

Pasal 25

Tugas dan wewenang pemberi Izin Lingj<ungan meliputi:
a. merumuskan kebijakan teknis dan manqjerial penyelenggaraart pertzinan

berdasarkan pada pengaturan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
b. melaksanakan pelayanan per:.r;inan;
c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
d. melakukan pengkajian dan penelitian yang berkenaan dengan perkembangan

kebijakan perizinan yang ditetapkan oleh Bupati;
e. mencantumkan kewqjiban rencana pengelolaan dan rencana pemantauan

lingkungan yang tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL ke dalam
Izin Lingkungan;

f. mengelola informasi yang berkaitan dengan Izin Lingkungall;
g. melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian persyaratan yang diajukan

oleh pemohon izin;
. menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;

melakukan pengawasan;
mengenakan sanksi terhadap pelanggaran izin;

. melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang*undangan terkait
perizinan;

1. melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya
pengurusan izin; dan

m. mengelola pengaduan masyarakat.

Bagian Kelima
Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 26

(1) Permohonan lzir. Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Bupati.

h
i.
j.
k

{2} Permohonan.
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Permohonan rztn Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
disampaikan bers€unaan dengan pengajuan penilaian AuDgL dan
atau pemeriksaan UKL-UPL.
Permohonan rzin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat
dilengkapi dengan:
a. Dokumen AMDAL atau formulir UKL-UpL;
b. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
c. Profil usaha dan/atau kegiatan.

ayat (1)
RKL-RPL

{1} harus

(1)

{2t

Pasal 27

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26, Bupati wajib mengumumkan permohonanlzii Lingkungan.

Pasal 28

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk usaha
danlatau kegiatan yang wajib AMDAL dilakukan oreh Bupati.
Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (U dilakukan melalui
multimedia dan papan pengumuman dilokasi usaha dan/atau kegiatan
paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen aMpeL dan RKL-
RPL yang diqiukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat {3) dapat
disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau
organisasi masyarakat yang menjadi anggota komisi penilai AMDAL.

Pasal 29

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk usaha dan/atau
kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Bupati.
Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui
multimedia dan paparl pengumuman dilokasi usaha dan/atau kegiatan
paling lama 2 (hari) hari keda terhitung sejak formulir UKL-upL yang
diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat {3) dapat
disampaikan kepada Bupati atau instansi yang berwenang.

Bagi66 Keenam
Penolakan Pemberian Izin Lingkungan

Pasal 3O

(1) Bupati sesuai kewenangannya wajib menolak permohonan lzrn Lingkungan
apabila:
a. adanya surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup atau

rekomendasi ketidaklayakan UKL-UPL; dan
b. permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau uKLUpL.

{2) Dalam hal Izin Lingkungan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
penanggungiawab usaha dan/atau kegiatan tidak dapat mengqiukan izin
usaha dan/atau kegiatan.

(1)

{21

Bagian Ketujuh.



(1)
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Bagian Ketujuh
Pembatal an lzin Lin gku n gan

Pasal 31

Izin Lingkungan dapat dibatalkan apabila:
a. persyaratan yang diqiukan dalam permohonan iztn mengandung cacat

hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran d,inlatau
pemalsuan data, dokumen, danf atau informasi;

b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam
keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomend.asi
UKLUPL; dan/atau

c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak
dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedelapan
Perubaha n lzin Lingkungan

Pasal 32

Izan Lingkungan berlaku sepanjang usaha dan/atau kegiatannya tidak
mengalami perubahan.
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wqiib melakukan perubahan
Izin Lingkungan apabila:
a. adanya perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang

berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
penambahan kapasitas produksi;
perubahan spesifi kasi teknik y arug mempengaruhi lingkungan ;
perubahan sarana usaha;
perubahan Lokasi;
perubahan Desain;
perubahan Kepemilikan;
perluasan lahan dan bangunan usaha;
perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di
dalam Izin Lingkungar4

k. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat
perisfiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha
dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan; danlatau

1. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka
peningkatan perlindugan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Dalam hal terjadi perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat {21, penanggungiawab usaha dan/atau kegiatan:
a. wajib segera mengajukan permohonan perubahan terhadap izin yang

sudah diterbitkan; dan
b. tidak boleh mengoperasikan usaha dan/atau kegiatan sebelum

diterbitka n izin perubahan.

Bagian Kesembilan
Kewajiban Pemegan g lnn Lingkungan

Pasal 33

(1) Pemeganglzin Lingkungan berkewajiban:
a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan

dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungalr hidup;
b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan

dan kewajiban dalam Inn Lingkungan kepada Bupati;

(2)

c. menyediakan. . .
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{3)

lt

c' menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan
hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat it; huruT b disampaikan secara
berkala setiap 6 (enam) bulan.
Setiap Pemegang lzin Lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. teguran tertulis;

yang tidak melaksanakan ketentuan
dan (2) dikenakan sanksi administratif

tindakan nyata
mengebalikannya

b. paksaan pemerintah dimana pemerintah melakukan
untuk mengakhiri pelanggaran noffna hukum dan
kepada keadaan semula;

c. pembekuanlzin Lingkungan; atau
d. pencabutan Izin Lingkungan.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud
Bupati sesuai dengan kewenangannya.

pada ayat (3) diterapkan oleh

(5) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
didasarkan atas:
a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi
b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran

pemegan g lzin Lingkungan ;
c. tingkat ketaatan pemegang lzin Lingkungan terhad"ap pemenuhan

perintah atau kewqjiban yang ditentukan dalam Izin Lingkungan;
d. riwayat ketaatan pemeganglzin Lingkungan; d,an/atau
e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh

pemegang lzin Lingkungan pada lingkungan hidup.

Bagian Kesepuluh
Standar Pelayanan perizinan

Pasal 34

{1} Pemberi izin wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar
pelayanan perizinan lingkungan.

(2) Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.

Bagian Kesebelas
Peran Serta Masyarakat dalam perizinan Lingkungan

Pasal 35

Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan diperlukan peran
serta masyarakat.
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan
dalam bentuk kerjasama dan pengawasan masyarakat.
Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada
setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan.
Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin;

dan
b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap

lingkungan dan masyarakat.
Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat {3) meliputi pengajuan
pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian
akibat kegiatan dan/atau usaha.

lingkungan hidup;
yang dilakukan oleh

tu

(21

(3)

{4)

t5)

Bagian Kedua Belas.
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Bagian Kedua Belas
Keterkaitan Izin Lingkungan dengan Izin usaha d,an/atau Kegiatan

Pasal 36

lzin Lingkungan merupakan prasyaratan untuk memperoleh lzin Usaha
dan/atau Kegiatan.
Dalam hal lzin Usaha dan/atau Kegiatan diterbitlcan tanpa dilengkapi
dengan lzrn Lingkungan, Izin Usaha dan/atau Kegiatannya dinyatakan tatat
demi hukum berdasarkan peraturan Daerah ini.

Pasal 37

(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran
terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup atau
persyaratan perizinan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa
pencabutan Izin Lingkungan.

(,2) Dalam hal Izin Lingkungan dicabut sebagaimana dimaksud pada
izin Usaha dan/atau Kegiatan dibatalkan oleh pemberi iain usaha

ayat (1),
dan/ atau

Izin Usaha
dan/atau

kegiatan.
(3) Apabila dalam waktu 9o (sembilan puluh) hari kerja pemberi

dan/atau Kegiatan tidak melakukan pembatalan Izin usaha
Kegiatan, usaha dan/atau kegiatannya dinyatakan tidak sah.

{41 Usaha dan/atau kegiatan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), tetapi masih beroperasi dapat dikenakan sanksi sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dalam hallzin Lingkungan dicabut, maka pemilik Izin Lingkungan dapat:
a. mengajukan keberatan kepada pejabat pemheri Izin Lingkungan;
b. mengajukan upaya banding administratif kepada atasan y.rrg berwenang

apabila dalam waktu 30 {tiga puluh) hari ke{'a, upaya keberatan pemilik
sebagaimana dimaksud pada huruf a ditolak; atau

c. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila dalam waktu
30 (tiga puluh) hari keda upaya banding administratif pemilik sebagaimana
dimaksud pada huruf b ditolak.

BAB IV
KOMISI PENILAI AMDAL

Bagian Kesatu
Pembentukan Komisi Penilai Amdal

Pasal 39

(1) Komisi penilai Amdal dibentuk oleh Bupati.
(21 Komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dibantu oleh:

a. tim teknis komisi penilai yang selanjutnya disebut tim teknis; dan
b. sekretariat komisi penilai.

(3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk oleh
Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Keanggotaan Komisi Penilai Amdal

Pasal 4O

(1) Keanggotaan Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1)
terdiri dari:
a. ketua merangkap anggota;

b. Sekretaris.



(2)
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b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
Ketua Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a dijabat oleh
Kepala Perangkat Daerah.
Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh
pejabat setingkat eselon III yang membidangi AMDAL di instansi lingkungan
hidup.
Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas
Komisi Penilai. dengan keanggotaan dari unsur-unsur:

perwakilan Badan Perencanaan pembangunan Daerah;
perwakilan instansi di bidang lingkungan hidup daerah;
perwakilan instansi di bidang pelayanan perizinan terpadu;
perwakilan instansi di bidang pertanahan daerah;
perwakilan instansi di bidang kesehatan daerah;
perwakilan instansi terkait lainnya di daerah;
ahli di bidang lingkungau hidup;
ahli di bidang rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
perwakilan organisasi lingkungan yang terkait dengan r"rrcatra usaha
dan/atau kegiatan yang bersangkutan; dan
perwakilan masyarakat yang terkena dampak, dan anggota-anggota lain
yang dipandang perlu.

Pasal 41

Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a terdiri atas:
ketua yang secara ex-olftcin dijabat oleh sekretaris komisi penilai; dan
anggota yang terdiri atas:
1. wakil dari Perangkat Daerah;
2. wa7<tl dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan

yang bersangkutan;
3. ahli terkait usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan; dan
4. ahli terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan dari usaha dan/atau

kegiatan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tugas Komisi Penilai Amdal

Pasal 42

Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) bertugas:
a. menilai Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan {ANDAL),

Rencana Pengelolaan Lingkungan {RKL}, dan Rencana pemantauan
Lingkungan (RPL);

b. memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan
keputusan kesepakatan KA atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
kepada ketua komisi penilai; dan

c. memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan
keputusan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha
dan/atau kegiatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1), komisi
penilai wajib mengacu pada:
a. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan ;
b. rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan
c. kepentingan pertahaltan keamanan.

(4)

J.

a.
b.

(1)

(21

Pasal 43.
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Pasal 43

(1) Ketua Komisi Penitai bertugas melakukan koordinasi proses penilaian KA,
ANDAL, RKL, dan RpL.

(2) Sekretaris Komisi Penilai bertugas:
a. membantu tugas ketua dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA,

ANDAL, RKL, dan RPL; dan
b. rnenyusun rumusan hasil penilaian KA, ANDAL,

dilakukan Komisi Penilai.
RKL, dan RPL yang

(3) Anggota Komisi Penilai bertugas memberikan saran,
berupa:

pendapat dan tanggapan

a. kebijakan instansi yang diwakilinya, basl anggota yang berasal dari
instansi Pemerintah;

b. kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, bagi anggota
yang berasal dari Pemerintah Daerah;

c' pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan, bagi anggota yang berasal
dari perguruan tinggr;

d. pertimbangan sesuai dengan bidang keahliannya, bagi 3fu1i;
e. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal d,ari organisasi

lingkungan/ lembaga swadaya masyarakat;
f. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari

wakil rnasyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha
dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 44

Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat {21 huruf a
mempunyai tugas menilai secara teknis KA, AMDAL, RKL, dan RpL
berdasarkan permintaan komisi penilai.
Penilaian secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi:
a. kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah;
b. kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang

Amdal;
c. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknis

sektor bersangkutan;
ketepatan dalam penerapan metoda penelitian/analisis;
kesahihan data yang digunakan;
kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan; dan
kelayakan ekologis.

Pasal 45

Sekretariat Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat {2) huruf b
mempunyai tugas dibidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi
pendukung, dan tugas lain yang diberikan oleh komisi penilai.

Pasal 46

(1) Sekretariat Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2)
huruf b berkedudukal di Perangkat Daerah.

(2) Sekretariat Komisi Penilai dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung
jawab kepada ketua komisi penilai yang dijabat oleh pejabat eselon setingkat
lebih rendah dari pada sekretaris komisi penilai.

(2)

d.
e.
f.
g.

Bagian Keempat. . .
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Bagian Keempat
Lisensi Komisi penilai Amdal

Pasa] 47

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (U wqiib memiliki lisensi
-yang berwenang.

Pasal 48

Da]am hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap kewenangan penilaian suaturencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, Kepala Daerah
mengajukan permohonan klari{ikasi secara teriulis kepada Gubernur untukmendapatkan penetapan kewenangan penilaian dokumen AMDAL terhadap
rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud.

Pasal 49

Perangkat Daerah lain yang bertindak sebagai pemrakarsa, wakil instansi
yang bersangkutan tidak dapat melakukan penilaian dokumen AMDAL bagi
rencana usaha danlatau kegiatan yang bersangkutan.
Anggota tim teknis dan/atau anggota komisi penilai yang menyusun
dokumen AMDAL tidak dapat melakukan penilaian teriradap dokumen
AMDAL yang disusunnya.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 5O

Dalam hal hasil pengawasan menunjukan adanya ketidaktaatan penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan maka dapat dilakukan:
a. pembinaan; atau
b. tindakan hukum.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a dilakukan terhad"ap
usaha dan/atau kegiatan yang:

(1)

(2)

(u

{21

a. secara teknis menunjukan adanya potensi untuk terjadinya
persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan ;

b. belum dilakukan upaya yang sungguh-uungguh untuk
te{adinya pencemaran dan kerusakan lingkungarr; Arl,

c. secara faktual adanya kesadaran untuk rnemenuhi persyaratan izin d,an
peraturan perundang-undangan nalnun memiliki keterbatasan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a. Sosialisasi;
b. pertemuan berkala;

konsultasi;
pelatihan;
bantuan teknis; dan
hal-hal lain dalam rangka
pengeiolaan lingkungan hidup
kegiatan.

Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak efektif dan
tidak meningkatkan tingkat ketaatan maka dilakukan tindakan hukum.
Tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b dan ayat (3)
berupa kegiatan:
a. pengenaan sanksi administrasi; dan / atau
b. penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam hukum acara

pidana.

pelanggaran

mencegah

c.
d.
e.
f. peningkatan kinerja perlindungan dan

oleh penanggung jawab usaha dan/atau

(41

(5)

BAB VI.
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BAB VI
KETENTUAN PEI{YIDIKAN

Pasa1 51

lelain Penyidik 
- 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai

Negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah yang ii"sL"p tugas dantanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan Hnfkunganhidup diberi wewenang sebigai penyidif sebagaimana dimaksud dalamHukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
a' melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan d.,
pengelolaan lingkungan hidup;

(2)

b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang
tindak pidana di bidang perlindungan dan
hidup;

yang diduga melakukan
pengelolaan lingkungan

c' meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orarlg berkenaan
dengan peristiwa tiqdak pid,ana di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan
bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen 1ain; -

f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran
yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana ai UiA.rg
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan ingtungan
hidup;

h. menghentikan penyidikan;
i. memasuki tempat tertentu, memotret, d,an/atau membuat rekaman

audio visual'
j. melakukan ienggetedahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau

tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya findak pidana;
dan/atau

k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
Dalam melakukan penallgkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 huruf k, Penyidik Pegawai Negeri Sipil beikoordinasi dengan
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam ha1 Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan, penyidik
Pegawai Negeri Sipil memberitahukan kepad,a Penyidik Kepolisian megara
Republik Indonesia dan Penyidik Kepolisian Negara RepunUt Indolesia
memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan
kepada penuntut umum dengan tembusan kepada Penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
disampaikan kepada penuntut umum.

(3)

(41

(5)

(6)

BAB VII.
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BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

Setiap orang yang melakukan usaha danlatau
lingkungan diancam pidana sebagaimana d,iatur
undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan

kegiatan tanpa memiliki izin
dalam peraturan perundang*
lingkungan hidup.

Pasal 53

Terhadap perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, setiap usaha dan/atau kegiatanyang telah memiliki lzin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi belum *e-itit i
dokumen AMDAL, UKL-UPL wqiib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan
Hidup {DELH}, Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup {DPLH} paling hmlat
(14) empat belas hari kerja.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pad.a tanggar diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundallgan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 28 September 2020

BUPATI KARO,

ttd

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 29 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

ttd

KAMPERAS TERKELIN PURBA
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KAE}UPATEN KARO
NOMOR 05 TAHUN 2O2O

TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

I. UMUM
Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indclnesia harus

diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (4) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun lg41.

Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar
pembangunan di Indonesia saat ini dan masih diandalkan di masa yang
akan datang. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam tersebut
harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut
hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu
menguntungkan secara ekonomi {economicallg uiablel, diterima secara
sosial {sociallg acceptoble), dan ramah lingkungan {enuironmentallg soundl.
Proses pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut
diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan
generasi masa kini dan yang akan datang.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha
dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap
lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap
lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunall
tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah
pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat
disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat
digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL.

Pasal 22 Undxtg-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa sedap Usaha
dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup
wajib memiliki Amdal.

Amdal tidak hanya mencakup kqiian terhadap aspek biogeofisik dan
kimia saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan
masyarakat. Sedangkan untuk setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL.

Pelaksanaan Amdal dan UKLUPL harus lebih sederhana dan
bermutu, serta menuntut profesionnlisms, akuntabilitas, dan integritas
semua pihak terkait, agar instrumen ini dapat digunakan sebagai
perangkat pengambilan keputusan yar:g efektif. Amdal dan UKL-UPL juga
merupakan salah satu syarat untuk mendapatkxt lztn Lingkungan. Pada
dasarnya proses penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan
satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitkan lzin
Lingkungan.

Dengan dimasukkannya Amdal dan UKL-UPL dalam proses
perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi
yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang
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mungkin teq'adi dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dan
langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan
kelembagaan.

Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat
mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha
dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan
Izin Ling!<ungannya dapat diterbitkan. Masyarakat juga dilibatl<an dalam
proses pengambilan keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Tltjuan diterbitkannyalzin Lingkungan antara lain untuk memberikan
perlindungan terhadap Lingkungan Hidup yang lestari dan berkelanjutan,
meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang
berdampak negatif pada Lingkungan Hidup, memberikan kejelasan
prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan
perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiata.n, dan memberikan kepastian
hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Ayat {1}
Cukup jelas.

Ayat {2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (a)

Cukup jelas.
Ayat {s)

Cukup jelas.
Ayat {6)

Cukup jelas
Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 4

Ayat (i)
Cukup jelas.

Ayat {2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a
Kerangka Acuan merupakan hasil pelingkupan dan berisi
metodolog yang menjadi dasar penyusunan Amdal dan RKL-
RPL.

Huruf b
Andat merupakan telaahan secara cermat dan mendalam
tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang direncanakan.
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Huruf c
RKL adalah upaya pen.mganan dampak terhadap lingkungan
hidup ytrLg ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau
Kegiatan. RPL adalah upaya pemantauan komponen
lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana
Usaha dan/atau Kegiatan.

RPL adalah upaya pemantauan untuk melihat kinerja upaya
Pengelolaan yang dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat {a}

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat {2)

Cukup jelas.
Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 1 1

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal L2

Ayat {1}
Cukup jelas.

Ayat (21

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (a)

Cukup jelas.
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Pasal 13
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat {a}

Cukup jelas"
Pasal 17

Ayat {1)
Cukup jelas.

Ayat {21
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal L9

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat {2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (a)

Cukup jelas.
Ayat {5)

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
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Pasal 26
Ayat {1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

UKL-UPL merupakan instrumen untuk merencanakan
tindakan preventif terhad.ap pencemaran dan kerusakan
Lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas
pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu
instrumen dalam perencanaan usaha danf atau Kegiatan,
UKL-UPL tidak dilakukan setelah Usaha dan/atau Kegiatan
dilaksanakan. UKL-upL yang dimaksud dalam ayat ini
dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detail
rekayasa.

Ayat {21
Cukup jelas.

Pasal27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat {3)

Cukup jelas.
Ayat (a)

Cukup jelas.
Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat {2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (a)

Cukup jelas.
Pasal 3O

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Ayat {1}
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat {3}

Cukup jelas.
Pasal 33

Ayat {1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (a)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat {2)

Cukup jelas.
Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat {2)

Cukup jelas.
Ayat {3)

Cukup jelas.
Ayat {4}

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2|

Cukup jelas.
Ayat {3}

Cukup jelas.
Ayat (a)

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
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Ayat {3)
Cukup jelas.

Ayat {a}
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat {1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat {2)

Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.
Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat {2)

Cukup jelas.
Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas"
Pasal 49

Ayat {1}
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas"
Pasal 50

Ayat {1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat {a)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.
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Fiyat 12)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (a)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.
Pasal 53

Cukup jelas.
Pasal 54

Cukup jelas.
Pasal 55

Cukup jelas.
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